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TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI

LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025

BUPATI BOMBANA,

bahwa wuntuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini, maka setelah dilakukan verifikasi faktual
sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis
pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka
pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah
Desa Anugerah Kecamatan Lantari Jaya Lingkup Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, perlu
dilakukan penetapan dengan Keputusan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2025.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4339);
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6793);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2020 Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Bupati Bombana Nomor 34 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bombana (Berita Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 34).




Memperhatikan :
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Berita Acara verifikasi atas persyaratan administrasi dan

teknis pendirian Satuan PAUD  Negeri Nomor
400.3.2/1353/DIKBUD tanggal 15 Juli 2025;

Hasil telaahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Bombana Nomor 400.3.2/1354/DIKBUD
tanggal 17 Juli 2025 perihal telaah atas pendirian Satuan
PAUD Negeri Tahun 2025;

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bombana Nomor 400.3.2/1355/DIKBUD
tanggal 17 Juli 2025.

MEMUTUSKAN:

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri lingkup
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana
Tahun 2025.

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu
TK NEGERI 31 ANUGERAH Desa Anugerah Kecamatan
Lantari Jaya.

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan sumber-sumber lain
yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 2¢ ) 2025

BUPATI BOMBAXKA,




